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BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR § TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

TAHUN 2012-2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

Loa.

1.

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,-

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Intruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah serta Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu adanya
penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah
terhadap Program Kerja yang tercantum dalam Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Aceh
Singkil tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3827);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);
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12.

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singlil,-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan,
Pengendalian, dan [Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015
Nomor 247);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan :

dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR
1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Bab II
Program Pembangunan Aceh Singkil Pasal 2 ayat (2) Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2013 Nomor 01), sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

_-Disahkan di Singkil .
/ /padatanggal 30 ANty 201F
/- K Plt. BURAT] ACEH SINGKIL, Y2
I S m .

IRy,

- ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil,
pada tanggal.-32. Janwrt 2017

SEKRETARIS DAERAH/HABUPATE
/7 ACEH SIXC

......

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH :

(2/8/2017).

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Stngkil,-



